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Segjauh ini, sudah sering kita dengar pembicaraan-pembicaraan disertai dengan usaha-usaha untuk
memberikan perlindungan terhadap hak-hak seorang tersangka, terdakwa, dan atau terpidana. Perlindungan
itu antaralain, meliputi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dalam
suatu proses pidana, pemberian ganti kerugian dan atau rehabilitasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh
suatu proses pidana yang tidak berdasakan hukum, serta peningkatan perbaikan sistem pemidanaan dan
pembinaan bagi narapidana untuk mencapai suatu taraf yang dianggap lebih manusiawi. Pembicaraan-
pembicaraan semacam ini, banyak menghiasi forum-forum pertemuan dan tulisan-tulisan ilmiah. Ada
sementara kesan bahwa, perlindungan atas hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana yang demikian ini
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi unsur mutlak dari proses pidana di negara-
negara yang berdasarkan hukum di abad modernini.

Daam keadaan di mana perhatian yang sedemikian besarnya dicurahkan oleh para kalangan hukum untuk
melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam suatu proses pidana, beberapa ahli kemudian
mencurahkan perhatian mereka pada korban tindak pidanal. Perhatian merekaini dapat dianggap sebagai
cikal bakal lahirnya"viktimologi". Dilihat dari segi tahun kelahirannya2, dapat dikatakan bahwa
permasalahan mengenai korban tindak pidanayang dibahas oleh viktimologi belum berbilang abad usianya.
Walaupun demikian, perhatian yang dicurahkan oleh parailmuwan di luar negeri terhadap bidang kajian ini,
memperlihatkan kecenderungan yang meningkat. Perhatian yang meningkat ini dapat dilihat dengan
diadakannya empat kali ssmposium internasional mengenai viktimologi dalam kurun waktu sembilan
tahun3.

Perhatian yang diberikan oleh masyarakat di luar negeri terhadap permasalahan korban tindak pidana, tidak
hanya terbatas pada pembahasannya secara ilmiah sebagai suatu kgjian, tetapi beberapa negarad4 malahan
telah mengaturnya juga dalam bentuk perundang-undangan. Dengan demikian, pemecahan masalah korban
tindak pidanatelah menjadi bagian dari kebijaksanaan kriminal5 dari berbagal negara. Di Indonesia sendiri,
kajian mengenai korban tindak itu dapat diketahui dari masih sangat langkanya tulisan-tulisan ilrniah yang
membahas permasalahan yang menyangkut korban tindak pidana. Kedudukan korban dalam suatu proses
pidana, terutama pemenuhan hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan, juga belum diatur secara tegas
dalam perundangundangan kita.

Kurangnya perhatian yang diberikan terhadap permasal ahan korban tindak pidana dalam suatu proses
pidana, mungkin disebabkan atau merupakan suatu konsekuens dari pentahapan prioritas dalam menyoroti
pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses pidana. Pentahapan prioritas yang demikian itu dapat
dimengerti dengan melihat terbatasnya sumber daya negara dan usia kemerdekaan yang masih muda
dibanding dengan luasnya ruang lingkup kehidupan masyarakat yang harus ditata6.
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Demikianlah misalnya pentahapan itu dapat kita lihat dalam perhatian yang diberikan oleh perundang-
undangan nasional kita. Hal yang pertama-tama banyak diatur dan dibahas ialah bagaimana agar para
penegak hukum itu yang antaralain, terdiri dari polisi, jaksa, hakim dapat melaksanakan tugas-tugas mereka
dengan baik. Ini tercermin dari lahirnya Undang-Undang no. 1 tahun 1950 tentang Susunan K ekuasaan dan
Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Undang-Undang Darurat no. 1 tahun 1951, tentang Tindakan
Sementara untuk Menyelenggarakan K esatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, Undang-
Undang no. 13 tahun?.



